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ABSTRAK 

Penelitian ini melihat konflik norma antara prinsip-prinsip lex specialis dan lex generalis dapat 

mengakibatkan ketidakpastian hukum yang merugikan, penundaan dalam proses penyelesaian, 

dan potensi ketidakadilan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam pengaturan dan 

pengurusan urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji, menemukan dan 

menganalisis penyelesaian konflik penggunaan prinsip lex specialis dan lex generalis dalam 

perspektif  norma hukum urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2008 tentang Kementerian Negara. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis 

normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan yang mengumpulkan data, melakukan 

analisis kualitatif, dan menggunakan penalaran deduktif untuk kesimpulan, dengan pendekatan 

konseptual prinsip norma hukum lex specialis dan lex generalis dan pendekatan peraturan 

perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menetapkan ruang lingkup dan batasan kewenangan 

masing-masing kementerian dengan lebih jelas, sehingga meminimalisir konflik kewenangan 

antar kementerian dan memastikan bahwa setiap kementerian menjalankan tugas sesuai dengan 

mandat yang diberikan oleh undang-undang. Jika substansi pada Undang Nomor 39 Tahun 

2008 tentang Kementerian Negara pada pasal 4 dan 5 yang menyebutkan jenis-jenis urusan 

pemerintahan harusnya diperhatikan lagi penjabaran norma sebagai pengurusan dan 

pengaturan kewenangannya yang terkandung pada asas tujuan jelas dan asas organ yang tepat 

agar undang-undang rezim bersifat politik ini terarah atau pun usulan modifikasi setiap menteri 

dengan perintahnya dengan satu urusannya yang dirangkai agar setiap menteri tidak 

overlapping pada aturan yang sama dalam bentuk tugasnya sama agar tugasnya jelas sebagai 

ius constituendum kedepannya. 

 

Kata Kunci: Konflik Norma, Lex Specialis dan Lex Generalis, Pelaksanaan Kewenangan,  

                    Klaster Urusan Pemerintahan, Substansi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xvi 
 

ABSTRACT 

This research sees that the conflict of norms between the principles of lex specialis and lex 

generalis can result in adverse legal uncertainty, delays in the settlement process, and potential 

injustice to individuals or entities involved in regulating and managing government affairs 

according to Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State. The purpose of the 

research is to review, find and analyze the conflict resolution of the use of the principles of lex 

specialis and lex generalis in the perspective of legal norms of government affairs according to 

Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State. The research method used is 

normative juridical research which refers to library research that collects data, conducts 

qualitative analysis, and uses deductive reasoning for conclusions, with a conceptual approach 

to the principles of lex specialis and lex generalis legal norms and legislative approaches. The 

data source used is secondary data with primary legal materials and secondary legal materials 

obtained through literature study. The results of research on Law Number 39 of 2008 establish 

the scope and limits of authority of each ministry more clearly, thus minimizing conflicts of 

authority between ministries and ensuring that each ministry carries out its duties in accordance 

with the mandate given by law. If the substance of Law Number 39 of 2008 concerning the 

Ministry of State, the phrases of articles 4 and 5 which mention the types of government affairs 

should be considered again the elaboration of norms as management and regulation of authority 

contained in the principle of clear objectives and the principle of appropriate organs so that this 

political regime law is directed or the proposed modification of each minister with his printah 

with one business that is elaborated so that each minister does not overlap on the same rules in 

the form of the same task so that his duties are clear as ius constituendum in the future. 

 

Keywords: Conflict of Norms, Lex Specialis and Lex Generalis, Exercise of Authority, Cluster  

                  of Government Affairs, Substance. 
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